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Data DTKS yang mutakhir dan valid akan meningkatkan
efektivitas program perlindungan sosial dan
berkontribusi lebih besar pada upaya percepatan
penanganan kemiskinan ekstrem.
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252 Kab/Kota

114 Kab/Kota
81 Kab/Kota

0-25% 26-50% 51-75% 76-100%

67 Kab/ Kota

Hanya sepertiga kabupaten/kota di Indonesia yang memutakhirkan
data 2015 dengan cakupan rumah tangga di atas 50% per Oktober 2020
(Pusdatin Kesos, 2021)



Kesalahan data yang masih sering terjadi perlu segera diatasi
agar bantuan sosial dapat diterima oleh kelompok yang
benar-benar membutuhkannya.
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. Pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk

memperbaiki ketepatan data

Permendagri
No. 40
Tahun 2020

SE KPK No. 11
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SKB Tiga
Menteri No.
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2020

Permendagri
No. 64 Tahun
2020




Semua pemerintah kabupaten/kota sudah melakukan
pemutakhiran DTKS tetapi frekuensi, cakupan, dan
kualitasnya bervariasi
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. Pemanfaatan DTKS sebagai acuan penerima program

penanganan kemiskinan daerah masih minim

Penggunaan DTKS
umumnya baru sebatas
pada bansos daerah yang
dikelola dinas sosial

Baru sebagian kecil
daerah yang sudah
memiliki regulasi

pemanfaatan DTKS

Pemutakhiran dan

Pemanfaatan DTKS

Makin banyak penggunaan DTKS untuk bansos
daerah, proses pemutakhirannya cenderung lebih baik 8



. Beberapa ketentuan pemerintah pusat terkait

pelaksanaan pemutakhiran masih kurang jelas

Ada perbedaan
pemahaman

terhadap pedoman
pemutakhiran

Rentang waktu
pemutakhiran
cenderung terbatas

Variabel kemiskinan
dalam DTKS tidak
selalu mengakomodasi
kondisi kemiskinan di
daerah

Belum tersedia
pedoman teknis dan

praktis




—. Kelembagaan dan SDM belum memadai

Pelaksana Mutasi Tidak ada Peran desa Terbatasnya
pemutakhiran pelaksana pemantau masih koordinasi
rangkap jabatan| | pemutakhiran khusus diperdebatkan | | antarlembaga

“Kami tidak bisa ngomong kalau data DTKS untuk daerah ini benar-benar valid 100%
karena keterbatasan tenaga, kami biasanya update sebagian saja DTKS itu [terutama NIK]”
(Operator desa/kelurahan, 2020)
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. Pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan belum
berjalan semestinya

0 Cenderung formalitas 0 Fokus membahas usulan baru
Ada yang dilakukan setelah Enggan karena hasil sebelumnya
kunjungan rumah tangga tidak diakomodasi

: Hanya mengacu pada variabel

0 Keterwakilan peserta terbatas o kemiskinan DTKS
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. Pengalokasian anggaran pemutakhiran DTKS

bervariasi dan cenderung terbatas

Alokasi anggaran I
umumnya untuk *
honorarium operator I Menyesuaikan proses dan
kualitas pemutakhiran
dengan ketersediaan
Tidak ada pemerintah desa I anggaran
yang secara khusus
mengalokasikan APBDes
untuk pemutakhiran DTKS I Makin banyak penggunaan
DTKS untuk bansos daerah,
alokasi APBD cenderung
I lebih besar
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Motivasi dan kapasitas daerah untuk
melakukan pemutakhiran DTKS dengan
benar perlu ditingkatkan
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Mendorong pemanfaatan DTKS oleh pemerintah
—n daerah agar termotivasi melakukan pemutakhiran

yang berkelanjutan

Memasukkan komponen pemanfaatan DTKS ke dalam perencanaan
Daerah LN
Membuat regulasi yang mewajibkan pemanfaatan DTKS oleh
Daera OPD

Mengintensifkan sosialisasi pemanfaatan DTKS melalui
koordinasi dan kerja sama antarkementerian terkait

Membuat mekanisme untuk menjamin pemanfaatan DTKS oleh
pemerintah daerah
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B

Memastikan ketentuan terkait pemutakhiran DTKS
dapat dipahami dan diacu dengan benar oleh
pelaksana di daerah

IEe]

Membuat pedoman Menyegerakan

sosialisasi peraturan
terbaru terkait

teknis dan praktis
tentang mekanisme
pemutakhiran dan
pemantauan

pengelolaan dan
pemutakhiran DTKS
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B Mendorong tersedianya kelembagaan dan SDM

pengelola DTKS yang memadai

Menyediakan tim Melibatkan lembaga
khusus di bawah dinas kompeten sebagai

sosial sebagai ,j narasumber bimtek

pelaksana [[;Y

pemutakhiran dan Q28
pengelola DTKS

Materi bimtek harus
mencakup tahapan
dan mekanisme
pemutakhiran DTKS

16



H Memastikan musyawarah desa/kelurahan dilakukan

secara konsisten dan sesuai peraturan

Kesesuaian ditekankan pada aspek mekanisme,
keterwakilan peserta, dan prelist yang dibahas

Mempertimbangkan kriteria
kemiskinan daerah

Melibatkan masyarakat
dari berbagai kelompok
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—E Memastikan ketersediaan anggaran yang memadai

Bappeda menguatkan koordinasi Kontribusi anggaran dari
antarlembaga dalam proses pemerintah pusat dan
perencanaan/penganggaran provinsi secara proporsional
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7 Menguatkan pemantauan, koordinasi, dan
ketersediaan sarana prasarana pemutakhiran
Y o

Pemantauan Mempercepat Bappeda memfasilitasi
dititikberatkan pada penggunaan SIKS- koordinasi antar-OPD
tahap bimtek, Droid terkait pelaksanaan
musyawarah pemutakhiran
desa/kelurahan, dan
kunjungan rumah
tangga
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Dukungan dan keterlibatan dari semua tingkat pemerintahan
diperlukan untuk memastikan kegiatan pemutakhiran DTKS
dilakukan secara berkelanjutan dan berkualitas.
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